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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, 

Sadan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga Dan 

Perlindungan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Lainnya 

Dalam Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2024; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat (1), 

Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, perlu mengatur Penghasilan Kepala Desa, Perangkat 

Desa, Tunjangan BPD dan penghasilan pengurus RT dan 

perlindungan masyarakat dan kelembagaan lainnya; 

a. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pengurus 

Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan mempunyai 

tugas membantu menjalankan pelayanan kepada 

masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, 

sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah; 

Menimbang 

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, RUKUN TETANGGA DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA DALAM WILAYAH 

KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : /~ TAHUN 2024 

BUPATIKAUR 
PROVINSI Of.NOKULU 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

l. Undang-Undnng Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pernbentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Rcpublik lndonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4266); 

$J~l.r<C ,~:Hsou PH.AF 
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11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Pernturnn Menteri Keuongan Republik Indonesia Nomor 

199 / PMK.07/2017 ten tong Tnta Cara Pengalokasian Dana 

Desa setlap Knbupaten/Kotn dan Penghitungan Rincian 

Dann Desa setiap Desa (Serita Negara Republik Indonesia 

Tnhun 2017 Nomor 1884); 

'I, Perntumn l'rmcrl11t11h Nomor 12 Tuhun 2019 tentung 
Pengelolnnn Keunngnn Ducrnh (Lcmbnrun Ncgnrn f~cpuhlik 

lrulonc11l11 Tnhun 1019 Nomor 42, Tumhahnn Lcmbaran 

Ncgnm Rcpuhllk lndoncsln Nornor 6322); 

8. Permurnn Menter] Dnlnrn Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 

tentnng Pcmbcntuknn Produk llukum Daerah (Berlin 

Nrgnm Rcpubllk lnclonc1tln Tnhun 2015 Nomor 2036) 

KChnJ,-lrncum tclnh dlubah dengnn Peraturan Menteri 

Dalam Ncgeri Nomor 120 Tnhun 2018 tentong Perubahan 
J\1119 Pernturnn Menteri Dalnrn Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tcntnng Pembentuknn Produk llukum Daerah [Berita 

Negnrn Republlk lndoneaia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturnn Menteri Keunngan Nomor 50/PMK.07 /2017 

tcntang Pengelolnnn Trnnsfer ke Daerah dan Dann Desa 

(Derito Negara f~cpuhlik Indonesia Tnhun 2017 Nomor 537) 

sebagnimnna telah dlubah dengan Pernturan Menteri 

Keuangan Nomor 121 / PMK.07/2018 (Derita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

,,. l'rr,111111,11 l11•1t1rrh1111II Nt1111or (,() '1'1ihU11 101'1 1rn1,111Y, 1,111111 

l)rr"' V1111J( I k11111111l1f1 1111,I ArwJ'.JIIIIII l',·11tl11p11t1111 cl1111 

llrlu11J11 N(·,~1111 p.,..,,,,,..,"" ~1<'~11111 Hrpuhllk lr11lo11,·,1t1 

1'11h11n ~01,1 Nornr,r l(,IJ, T11111h11h1111 l1;111b11run Nrr;1111 

lfrp11hlll< l11clo11rr,t11 Nw11or 5!,5U), tl(:h11y,11lrnfln11 tr.luh 

cll111loh tc·,·11khlr ,lr11~1111 flcrr,111ru11 l1rmr.rlr1111h Nomor H 

'1'11ht111 201(, (IA·111h1u1u1 Nr,,v111, l<tpuhllk lndonc11ln T11hu11 

:iot<, Nomor t;7, 1'11111bnhnn Lcmbnrnn Ncg11ro Republlk 

l111lonr1Jln Nomor SUM); 
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7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalnh 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

5. Pemerintahan Desa adalah pcnyelengaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat Desa sesuai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Bupati adalah Bupati Kaur. 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANO PENOHASILAN KEPALA 

DESA, PERANOKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA, RUKUN TETANGGA DAN PERLINDUNOAN 

MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA LAINNYA DALAM 

WILAYAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024. 

Menetapkan 

12. Pcrnturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tcntong Pedomnn Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah 
(Derita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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20. lnsentif Lembaga Badan Musyawarah Adat Kaur adalah bersurnber dari 

APBDesa yang dialokasikan kepada Lembaga Adat kaur disetiap Desa. 

21. lnsentif Guru PAUD adalah bersumber dari APBDesa yang dialokasikan kepada 

Guru PAUD disctiap Desa. 

19. Insentif Kader Desa adalah bersumber dari APBDesa yang dialokasikan kepada 

Kader Desa disetiap Desa. 

18. lnsentif Pengurus Masjid dan lnsentif Guru Ngaji adalah bersumber dari 
APBDesa yang dialokasikan kepada Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji 

disetiap Desa. 

16. Tunjangan BPD adalah pendapatan BPD dalam bentuk uang yang deberikan 

'9 kepada anggota BPD untuk menunjang pelaksanan tugas dan kewajibannya 

17. Tunjangan Penghasilan Rukun Tetangga adalah bersumber dari APBD yang 

dialokasikan kepada Rukun Tetangga disetiap Kelurahan. 

15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap dalam 
bentuk uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 
menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 

14. Penghasilan Tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima 

Kepela Desa dan Perangkat Desa, 

11. Alokasi Dana Desa, selnnjutnya discbut /\DD, adnlah dana pcrimbangan yang 
diterima Kubupaten dalarn Anggaran Pendapatan don Bclanjn Daerah 

Kabupaten setelah dikurangl Dana Alokas! Khusus. 

12. Kelompok transfer adalah dan yang bcrsumber dari Anggaran Pcndapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi clan Anggaran 

Pcndapatan Bclanja Daerah Kabupaten. 

13. Pengeluaran Desa adalah uang yang dlkeluarkan dari APBDes melalui rekening 

kas desa, 

H. t<runnJtnn D<'RH nrlnlnh rw1111111 hnk d1111 kt•w11jlh1111 !Jenn y11111{ dllpilt cll11il11I 
clmwin unng sertn Arft11ln N<'R1111111 hN111111 111rnu cl,111 hnr1111f( y,1111{ I> •rh11hurw,.11n 
dengnn pdnlum111111n hnk <hill kcwnjlbnn De11n. 

9. Rcncnnn K<'rjn l'emcrintnh Denn, selnnjutnyn clloohut l<l<PDcR, ndulnh 
Pcnjnhnrnn dnri Renrnnn Pembnngunnn ,Jnnglrn Mcnrnw1h Drnn untuk JnnKkll 
waktu 1 (Ml\l) Tnhun. 

10. Anggnrnn dnn l'endupmnn Uclnnju Dc11n, selnnju tnyn dlsebut APB Deso, adalah 
rcncnnn keunngnn tuhunan Pemerlntnhnn Dcsn. 
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I\. kepaln Desa : 2.500.000,-/l>ulun 

b. sekretnris Desa : 2 .225.000,· / bu Inn 

c. kepala Urusan : 2.022.500,-/l>ulan 

d. kepala Seksi : 2.022.500,-/l>ulan 
r- 

i "· t~i..\~~ 

( 1) Besarnn Penghusilnn Tetap Kcpaln Dcsa dun Pcrangknt Desa odnlnh: 

Pnsnl 4 

(3) Pengnsilnn tetnp Kepaln Desn dnn Pernngknt Desa scbngnimnun dirunksud 
padn Aynt (2) dinnggarknn dulnm APIJDesn scsuni dcngan kcmnrnpunn 

keuungun Ducrnh; 

(2) Pcngnsilnn tctnp Kepnln D<•sn dun Pcrungknt Desn scbagnimunn dimnksud 

pmln Aynt (I) diterimn setinp bulnn scsuni dcngnn kctcntunn pcaturnn 

perundnng-undnngnn dam kelengknpnn ndministrnsi yang dipcrluknn; 

11. penghnsilnn Tetnp: 

b, tuujnnguu: <Inn 
c. pcucrinuum lniu ynng anh. 

( I) l\•nt,ll111si111n l\1•i)11l11 D<'~H duu l',·mngknl Dc•si1 tcdiri dnri: 

11. s,•ksi l't'mrt inll\111111; 
h. sd,si l,,·st'j11htt·rn1111: ,11111 

c. s,·ksi l\•h\rn111111 

l,\l l'rl:1ks.m,1 'l'dmis sd,i1tte1i111,11111 ,ll11111k~1HI p:ul11 Ay111 ( 1) huru] h 11wn1p11k1111 

11ns111· lk'mhnntu \..rp,1l:1 ,It'~, s('\)llttlli 1x·lnksn11a lllt\l\~ op1•nrnio1111I, l<'l'\lh I 11111 I 

J (11~.1) srksl , uitu : 

11. 11111s,m Um11m dnn l\·1,·1h·11rnum: ,11111 

b. \\I us.II\ "r11c,11t:an. 

h rd,,"s·"'" 'l\·l,11is. 

(Jl ~,·l.,,·1111 i:t 1,,.~, sd~it:111111,1111, ,ll111e1\..~111I p11d11 ,\, tit ( 11 h11111f 11 1llp1111pi11 ol('h 

~''""'"" ,~ I <'SH, h'l\1111 ,Ind ~ (1h111) 11111s1m ~ nit 11 : 

l'o~:,I ') 

11\1111 

}~ll:\\IN,\N l'l'I~ \NUl,,\I' I W:4 \, 

l'l•'N\ll 1 \!~11.\N 1,Fl',\I.,\ I W~.\. l'l.:I\.\Nlll,1\1' I W:it\ 
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(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersetatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) menyesuaiknn pada 

peraturan Perundang-Undangan yang mengatur gaji Pegawai Negeri sipil. 

(1) Kepala Desa atau Perangknt Desa yang bersetntus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Bantuan Keuangan. 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa utau Perangkat Desa yang diberhentikan Sementarn Masih dapat 

I menerima penghasilan tetap. 

(2) Kepala Desa atau Pernngkat Desa yang diberhentikan Sementara sebagai rnana 

dimaksud pada Ayat (1), Tidak menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang 

sah, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pemberhentian Scmentnra. 

Pasal 7 

Penerirnaan lain-lain yang sah sebagai mnna dlmnksud dalam Pasal 5 huruf b 
adalah unng atau barang yang diterimn Kepala Desa clan Perangkat Desa sesuni 

dcngan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 6 

(2) lnsentif keglntnn sebagni mnnn dimnksud pada Aynt (1) huruf n dlanggarknn 

dnlarn APBDesn yang merupakan satu kesatuan dnlam kegintnn; 

(3) Besnran lnsentif kegiatan sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) berpedornnn 

stnndnrisnsi lnsentif Dncrnh, dengan mempcrtimbnngknn kernarnpuan 

keuangan Desa. 

n. inscntif kegintnn; dan 
b. lnln-lnin penerimnnn yang sah, 

( 1) Penenrnnnn lnln yang snh bngl Kcpnln Dese dun Pernngknt Desn Rcbngni mnnn 

dlmaksud clnlnm Pnsal 3 huruf c, tedlri dnrl : 

o. kepn In Dr AA : 500.0001-/h11lnn 

h. fl<'k retn ritt De KC\ : 150.000,· /hulnn 

c, kepnln Urusnn : 100.000,·/bulnn 
d. krpnln Sckt1i : l 00.000,· /hulnn 

Pn11nl 5 

(2) Bt•Mmn 'l'unjnngnn i.:rpnln D,·~n dnn l'<'l'llllJtknt UrM ndnlnh: 
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(1) Besaran tunjangan penghasilan Pengurus Rukun Tetangga sebagai mana 

dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi 

syarat ketentuan yang berlaku pada setiap Tahunnya melalui rekening Rukun 

Pasal 12 

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kelurahan 

adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pengurus RT yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Kaur. 

Pasal 11 

BAB IV 

TUNJANGAN PENGHASlLAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 

(3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima setiap bulan 

9 atau berkala sesuai kemampuan Keuangan Desa. 

(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dianggarkan dalarn APB 

Des. 

a. Ketua : Rp. 1.300.000,-/bulan 

b. Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,-/bulan 

c. Sekretaris : Rp. 850.000,-/bulan 

d. Anggota : Rp. 800.000,-/bulan 

(1) Besaran Tunjangan Badan Pennusyawaratan Desa adalah: 

Pasal 10 

BAB Ill 

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

(3) Pejabat Kepala Ocsa berstatus sebagai Pegawai Ncgeri Sipil scbagaimann pada 
Ayat (1) Mencrima 100% (seratus Persen) Tunjangan Kepala Desa, terhitung 
sejak tanggal ditctapkan Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Kepala 

Desa. 

(2) Pcnghasilan tetap Pcjahat Kepnla Desa yang bersctatus sebagai Pcgawai Negeri 

Sipil sebngairnana dimaksud pada Ayat (l) rnenyesuaikan patio pcraturan 
pcnmdang-undangan yang mengatur gaji Pegawai Ncgeri sipil. 

( l) Pejabat Kepala Dcsa yang bcrsetntus scbngai Pcgawai Ncgeri Sipil tidak 
rncnerirnn pcnghnsilnn tetnp yang bersurnbcr dari Bantuan Keuangan. 

Pasnl CJ 
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(1) Besaran tunjangan penghasilan Pengurus Masjid dan Insentif Guru Ngaji 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan setiap bulan apabila telah 
memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya rnelalui 

----Lekening Pengurus Masiid. 
S0!.£1"-' ,,_HO\•• ~.~\.'IK.,. ' :, 

, ._"A':,IH 1U!h 

Pasal 16 

(3) Tunjangan Penghasilan Pengurus masjid dan Insentif Guru Ngaji serta 
Pengurus ibadah lainnya yang berada di Desa dibebankan pada APBDes Tahun 
Anggaran 2024. 

(2) Tunjangan Penghasilan Pengurus masjid dan Insentif Guru Ngaji serta 
Pengurus ibadah lainnya sebagaimana yang dimaksud Ayat ( 1) yang 
bersumberkan dari APBD Kabupaten adalah Pengurus masjid dan lnsentif 
Guru Ngaji serta Pengurus ibadah lainnya yang berada di Kelurahan dan 

Masjid milik Kecamatan 

( 1) Tunjangan Penghasilan Pengurus masjid dan Insentif Guru Ngaji adalah 
tunjangan yang diberikan Kepada anggota Pengurus masjid bersumber dari 
APBDesa dan atau APBD Kabupaten Kaur dan sudah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 15 

BABV 
TUNJANGAN PENGURUS MASJID DAN INSENTIF GURU NGAJI 

- Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga RT yang telah dicairkan oleh 
Bendahara RT bersama-sarna dengan Ketua RT, diserahkan Bendahara RT kepada 
masing-masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima berupa Kwitansi. 

Pasal 14 

Rckcning Pengurus Rukun Tctangga scbagai mana dimaksud dalarn Pasal 12 dibuat 
olch pengurus RT pada PT: Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diajukan oleh Kctua 
RT dan Bendahara RT yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 

a. Kctua : Rp. 500.000,-/hulnn 

b. Sekrctnrais : Rp. 400.000,-/hulnn 

c. Anggotn : Hp. 300.000,-/bulan 

(2) Bcsarnn Tunjnngnn Pcnghnuilnn pcuguru s Rukun Tctnnggn yang ada <11 

kelurahnn ndnlah: 
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Pasal 19 

Insentif Sadan Musyawarah Adat Kaur adalah honor yang diberikan Kepada 

Kepengurusan Badan Musyawarah Adat Kaur yang ada di Desa bersumber dari 

r- APBDesa~~abupaten Kaur. 
L. .... , !'. ,l~{l" • 

I ~Y:,n :. ::~:: ~· O\lt ; 
tl!~.tll•:?:lilU\11' i 

BAB Vil 
INSENTIF SADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR 

tahunnya. 

(2) Besaran lnsentif Kader Desa adalah : 

a. kader Pembangunan Manusia : Rp. 500.000,-/bulan 

b. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 300.000,-/bulan 

c. kader Teknis Desa : Rp. 300.000,-/bulan 

d. kader Posyandu : Rp. 200.000,-/bulan 

e. kader Pusbindu : Rp. 200.000,-/bulan 

f. kader Gizi : Rp. 200.000,-/bulan 

g. kader KB : Rp. 200.000,-/bulan 

h. kader Lansia : Rp. 200.000,-/bulan 

i. kader Kepemudaan/Ketua Karang Taruna : Rp. 200.000,-/bulan 

(1) Besaran Honorium sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan setiap 
bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap 

Pasal 18 

lnsentif Kader Desa adalah insentif yang diberikan Kepada Kader yang ada di Desa 
bersumber dari APBDesa Kabupaten Kaur serta Kader Desa sudah diputuskan 

dengan Peraturan Kepala desa. 

Pasal 17 

BAB VI 
INSENTIF KADER DESA 

(3) Besaran lnsentif Guru Ngaji adalah : 
guru ngaji : Rp. 550.000,-/bulan 

(4) Terhadap lnsentif pengurus Agama lainnya, dapat ditetapkan berdasarkan 

Musyawarah Desa dcngan berpcdoman sebagaimana dalam Pasal 15 Ayat (2) 

khatib 
bilal 
ghorim 

: Rp. 450.000,-/bulnn 
: Rp. 350.000,-/bulan 
: Rp. 325.000,-/bulan 
: Rp. 275.000,-/bulan 

imam 

(2) Besaran Tunjangan Penghasilan pengurus Masjid adalah : 
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Penghasilan yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara kepada rnasing­ 

masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima Kwitansi sebagaimana 

. tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. :r• .. r ~,T,r ,, tJ~K. - , · , 
EL. I~ •C~IJ· 

-;:~-iZs'e s -;-;;:,7-; A f 
'•.1 :;•Cti11H,Afl - 

Pasal 25 

BABX 

PENOELOLAAN 

Besaran lnsentif Anggota Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 diberikan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku 

(Permendagri No 26 tahun 2020), Besa.ran lnsentif Anggota Perlindungan 

Masyarakat berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa dan sesuai dengan 

kemampuan Desa. 

Pasal 24 

Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat adalah Insentif Anggota LINMAS yang 

ada di Desa yang bersumber dari APBDesa Kabupaten Kaur. 

Pasal 23 

BABIX 
INSENTIF ANGOOTA PERLINDUNOAN MASYARAKAT 

Besaran lnsentif Ouru PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan 
setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap 
tahunnya melalui rekening Guru PAUD, Besaran Honorium Guru PAUD adalah Rp. 

500.000,· (lima ratus ribu) per bulan 

Pasa122 

lnscntif Guru PAUD adalah honor yang diberikan Kepengurusan Pendidikan Anak 
Usia Dini yang ada di Desa bersumber dari APBDcsa Kabupaten Kaur. 

Pasal 21 

UAB VIII 
INSENTIF OURU PAUD 

lnscntif scbngaimnnn dunnksud dnlnrn PnMI 19 dilx-rlknn ~rtinp hulnn apalnln 1rl:1h 

mcmcnuhi R nrnt ketcntunn ynnft bcrlnku pruln srtinp rnhunnvn mr lnlut rrkrr11ng 

llndnn Muayawnmh Adnt Knur, Bcsnrnn llononum Hadnn Musyawnrnh Adat Kaur 

ndolah ~J>. 250.000,· (dun mtus limn puluh ribu rupiah] per bulnn 
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Penghasilan yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara kepada mnsing­ 

masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima Kwitansi sebagnimana 

• ....,,0 •• rcantu.. .. m pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
...... ..,.. ~ rtiil.'"' •.••• , ___ El. S\ ,u,u. 

I S~tl.11:, ;;-;-;;~-;.AF 
• l.\ !, •E•i "\•HA 

Pasal 25 

BABX 

PENOELOLAAN 

Besaran Insentif Anggota Perlindungan Mnsyarakat sebagatmana dimaksud dalam 
Pasal 23 diberikan apabila telah memenuhi syarnt ketentuan ynng berlnku 

(Permendagri No 26 tahun 2020), Besaran lnsentif Anggotn Pcrlindungnn 

Masyarakat berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa dnn aesual dengan 
kemampuan Desa. 

Pasal 24 

lnsentif Anggota Perlindungan Masyarakat adalah lnsentif Anggota LINMAS ynng 

ada di Desa yang bersumber dari APBDesn Kabupaten Kaur. 

Pasal 23 

BAOIX 
INSENTIF ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Besaran lnsentif Ouru PAUD sebagaimana dimaksud dnlnm pnsal 2 \ dibcriknn 
setiap bulan apabila telah memenuhi syarnt ketentuan yang bcrlnku pnda sctlnp 
tahunnya melnlui rekcning Guru PAUD, Besnran Honorium Ouru PAUD ndnlnh Rp, 

500.000,· (lima ratus ribu) per bulan 

Pasal 22 

lnsentif Guru PAUD ndalah honor ynng dlberiknn Kepengurusnn Pendkliknn Annk 

Usia Dini yang ada di Dcsn bersumber dnri APDDcsn Kabupntcn Kaur. 

l'nsnl 21 

UAU VIII 
INSF.NTIF OURU PAUD 

lnsentif N<'bngnimnnn <limnk,rn<I <11110111 l'OAnl IC) cllh<•riknn tWtlup h11ln11 op11hll11 tt>l11h 

rucmenuhl synrnt kctentunn ynng berlnku pruln uc•tlnp tnhunnyn rnelnlul rrkr•11h1•~ 
Brulnn Musynwnmh Adnt Knur, Ucsnmn llonortum Bnd1111 Muaynwnruh /\<Int K1111r 
ndnlah Rp, 250.000,· (dun rnrus limn p11l11h ribu ruplnh] per bulnn. 
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Dengan diberlakukannya Perturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 
08 Tahun 2023 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badar 
Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga Dan Perlindungan Masyarakat Da1 
Kelembagaan Desa Lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Kaur (Serita Daera 
Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1164) dicabut dan dinyatakan tidak ber\aku. 

BAB Xll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

(3) Pengawasan oleh aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Pengawasan Oleh Masyarakat sebagaimana oleh masyarakat dimaksud pada 

Ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme Pengawas BPD. 

(1) Pengawasan terhadap Pencairan Pengelolaan dan Pertnnggungjawauan 
Penghasilan Kepala Desa, Perangkat, Sadan Pennusyawarntan Desa, dan 
Pengurus Rukun Tertangga dilakukan olch Masyarakat dan Aparat Pengawas 
Internal Pernerintah. 

Pasal 26 

BAB XI 

PENOAWASAN 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 13/6 

ERSl:: 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

2024 
Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal K~ .janudrl 

Xtpala Bagian Hukum 

LlSMIDIANTO 

BUPATI KAUR, 
l, ------ JAB AT AN 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal .:zi ;:J'nnUClrt' 2024 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Kaur. 

Pasal 28 
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Dasrul Imran, S.H. 
NIP. 19681220 200502 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur 
Kepala Bagian Huk m 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : /116 

ER SAN SY AHFIRI 

ltd 

SEKRETARlS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal ~? ;;t1nu<1r/ 2024 

LISMIDIANTO 

ltd 

BUPATI KAUR, 

Ditetnpkan di Bintuhan 
pada tanggal ~ .jonu<1r/ 2024 

Agnr sctinp orang rncngetahuinya, mcmerintahkan pengundnngnn Peraruran Bup~II 

ini dcngan pcncmpalonnya dalam Bcritn Daernh Kabupaten Kaur. 

Pcrnturnn Bupati ini mulni bcrlaku pada tnnggnl diundangkan 

Pasal 28 
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Stfu '"T>.~T Ft"Er{.'l'Til'I KI-SlJCA!El4 YJ. '.:'t 
BAGl.ol HUKUl' 

····························· 

Nama Desa, .. 
Kaur Kcuangan 

Kepala Dcsa • 

No NAMA JAOATAN PENERIMAAN Tanda Tangan 
1 Kepala Desa Rp ................... 

2 Sekretaris Desa Rp ................... 
3 Kaur Umum dan Rp ................... 

Perencanaan 

4 Kaur Keuangan Rp ................... 

5 Kasi Pemcrintahan Rp ................... 

6 Kasi Kcsejahteraan Rp ................... 

7 Kasi Pelayanan Rp ................... 

JUMLAH Rp ................... 

DESA 
KECAMATAN 
BULAN 

DAFrAR PENERIMMN 
PENGHASILAN TETAP APARATUR 

PEMERlNTAHAN DESA KADUPATEN KAUR 
TAHUN ANGGARAN .. 

LAMPJRAN PERATURAN BUPATI KAUR 
TENTANO PENOllASILAN 
KEPAJ.A DESA, PERANOKAT 
DESA, BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA, 
RUKUN TETANGOA DAN 
PERLINDUNOAN 
MASYARAKAT DAN 
KELEMDAOAAN DESA 
LAINNYA DALAM WILAYAH 
KABUPATEN KAUR TAI IUN 
2024. 
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LlSMIDtANTO 

ttd 

13UPATI KAUR, 

N111n11 lff t-:du111han, . 
I k111l11l111m f(r 

"" .. 
ltp . 

ltp . 

Hp .. 

S<'krrlnrls IIT 

I h'n1l11h11m lfr 

lfrl1111 RT 

,1/\11/\TAN 

······································ 

NAM/\ 

........................................... 
................................. 

IIM I ,\It l'l.tll:HIMM I 
I IJN,1/\NOA14 1wi,.1111 11: I Ml< :n/\ 
I\El.lJIMII/\N 1-Alllll'A 11'.tl I\AIJII 

I AIIIIN i\N(l<l/\l~AN 

Ketun ur 
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